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I 

• WALIKOTA GORON TALO, 

I 
Menimbang • i a. bahwa berdjasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan jenis-jenis Pajak Daerah 

yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 

memungut guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2011 

memberlakukan penetapan tarif terlalu tinggi yang dapat menambah 

beban bagi masyarakat secara keseluruhan, sehingga perlu menetapkan 

kembali besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan di Kota Gorontalo; 

c. bahwa Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 124/II/III/2012 

tentang Penetapan Besaran Tarif Pajak Bumi dan Bangunan di Kota 

Gorontalo Tahun 2012 berdampak positif bagi penyelenggaraan Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kota Gorontalo; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 



1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah tjngkat I I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822): 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum , Acara Pidana (iembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 
I 

3. Undang-Uhdang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4060); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dbhg'ari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembarpn Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribjusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

7. Undang-Undpng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 20.11 Nomor 8l , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
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Nomor 36,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258); 

9. Peraturan. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerihtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dark Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Rrovinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negarh Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian d^n Pemanfaajan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

13. Pefaturan Pemerintah Nomor 91 Tahun. 2010 tentang Jenis Pajak 

Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 

Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5179); 

14. Peraturan Mpnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pgdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011; 

15. Peraturan Menteri KeUangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan 

atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

1 dan 

WALIKOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN : 
• . i 

Menetapkan : PERATURAN; DAERAH . TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

Pasall 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 138) diubah sebagai 

berikut: . 

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal5 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut: 

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 

0,1% (nol koma satu persen) pertahun. 

b. Untuk NJGP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar itapiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol 

koma dua persen) pertahun. 

Pasal II 
t 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundailgan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 8 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO ' 

NOMOR B "TAHUN 2012 

. TENTANG.. 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

I . PENJELASAN UMUM : 

Bahwa dengan meningkathya pelalcsanaan pembangunan dan pertumbuhan 

perekonomian di Kota Gorontalo yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang 

semakin memadai, diperlukan upaya menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli 

Daerah diantaranya Pajak Daerah yang merupakan sumber pendapatan yang penting guna 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk mehdukung 

pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, lu&s, dinamis dan bertanggung jawab 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanga 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beterapakali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. 

Bahwa Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2011 memberlakukan 

penetapan tarif yang terlalu tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara 

keseluruhan, sehingga perlu menetapkan kembali besaran tarif pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan di Kota Gorontalo. 

Berdasarkan uraian diatas maka Pemerintah Kota Gorontalo membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan berpedoman pada Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

I I . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
i 

Cukup Jelas , 

Pasal II 
Cukup Jelas v . 1 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR f t 6 
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